Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a.
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TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa untuk melaksanakan Amanat dari Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2017 tentang  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota Palangka
Raya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19495;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan
Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);
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13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
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Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1416),
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pimjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
perubahan atas Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pe_dg:)man Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD);

Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor
02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 195);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 30 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2014 Nomor 30);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

il




30

31

Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2015 Nomor 01);

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2014

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Palangka

Raya Tahun 2014 Nomor 52);

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2015

‘tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja

32

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2016

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA Rp. 119.961.089.336,31

b. Pendapatan Transfer Rp. 055.350.386.339,01
c. Lain-Lain Pendapatan yang sah Rp. 53.372.393.732,42
Jumlah Pendapatan Rp. 1.128.683.869.407,74
2. Belanja:
a. Belanja Operast
1. Belanja Pegawai Rp. 545.919.022.024,71
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 285.878.349.947,90
3. Belanja Bunga Rp. 1.503.096.079,05
4. Belanja Hibah Rp. 59.226.626.368,00
5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.395.906.151,00
Rp. 897.923.000.570,66

b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah Rp. 25.665.301.645,00
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2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin  Rp. 40.055.891.921,02
3. Belanja Modal Gedung dan Rp. 73.495.773.071,10

Bangunan

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Rp. 120.060.983.401,00
Jaringan

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 24.931.694.931,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 1.476.574.029,59

Rp. 285.686.218.998,71

c. Belanja Tak Terduga

1. Belanja Tak Terduga Rp. 0,00
Rp. 0,00

d. Transfer
1. Transfer Bantuan Keuangan

a). Transfer Bantuan Keuangan Ke Rp. 1.457.000.000,00
Pemerintah Daerah Lainnya
b). Transfer Bantuan Keuangan Rp. 853.751.128,39
Lainnya
Rp. 2.310.751.128,39
Jumlah Belanja Rp. 1.183.609.219.569,37
Surplus/(Defisit) Rp. (57.236.101.290,02)

3. Pembiayaan: |
a. Penerimaan Pembiayaan

1. Penggunaan SiLPA Rp. 103.670.682.417,83
Rp. 103.670.682.417,83

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00
2. Penyertaan Modal/Investasi Rp. 10.324.393.310,00
Pemerintah Daerah

3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Rp. 1.883.423.066,66
Negeri

Rp. 12.207.816.376,66
Pembiayaan Netto . Rp. 91.462.866.041,17
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 34.226.764.751,15

(SILPA)
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahur_l Anggaran 20_1(3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci
lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
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Pasal 4

Lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
in1 dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
ada tanggal 28 Agustuve 2017

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Aqgustus 2017
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